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PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Tanggal 25 Juni 2026

Loka Penataan Ruang Laut Serang

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
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PERIKANAN

Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut
yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang
(Pasal 19 angka 3 UU 6 Tahun 2023)

UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No 32 Tahun 2014
Tentang Kelautan

UU No 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PP No 28 Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Keputusan Direktorat Jenderal PRL No 50 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

et Pty Aertcte orsget

2096

LANDASAN YURIDIS PENATAAN RUANG LAUT

REFUBLIK INGGHESIS

VNBANO-UNDANG REPITRLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAIDN 2014
TRNTANG
HELAUTAR

MexBLI, INGONESIA
Menlmbang
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“INDONESIA EMAS
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FERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDOXESLA
NOMOR 21 TAHUY 2021
TENTANG
PENYELENGOARAAN PENATAAN RUANG
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERENCANAAN
RUANG LAUT

PEMANFAATAN
RUANG LAUT

PENGENDALIAN
PEMANFATAAN
RUANG LAUT

PENGAWASAN
RUANG LAUT

e >
Laut Tertata —~2) BerAKHLAK
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avrscrts toyel Addoptt (otmoraH

CE

DASAR HUKUM

. Penyusunan Materi teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk

Diintegrasikan dalam RTRWN, RTRWP, RTR dan KSN.

. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non-PPKT.

Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan
Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut.

Pendelegasian Kewenangan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut.

Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Penilaian Perwujudan RTR/RZ.

Pemberian Insentif atau Disindentif.

Pengenaan Sanksi.

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilakukan terhadap
Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL.
Pengawasan Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut yang
Dilakukan terhadap Pemenuhan Standard Perizinan Berusaha Subsektor
Pengelolaan Ruang Laut.

PERMEN KP Nomor 28
Tahun 2021

Tentang Penyenggaraan Penataan
Ruang Laut

PERMEN KP Nomor 30
Tahun 2021

Tentang Pengawasan Ruang Laut
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O PERIKANAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir
secara menetap lebih dari 30 hari wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat

Laut Tertata —~2) BerAKHLAK

erreton Peevcron At Lorsgutsn
ol gt Cosamer

2555 %

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan untuk

kegiatan (UU No.6/2023, Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19)

* biofarmakologi
Laut;

* bioteknologi Laut;

* pemanfaatan air
Laut selain energi;

» wisata bahari;

* pengangkatan
benda muatan
kapal tenggelam;

» telekomunikasi;

* instalasi
ketenagalistrikan;

* perikanan;
* perhubungan;

kegiatan usaha minyak
dan gas bumi;

kegiatan usaha
pertambangan
minerba;

pengumpulan data dan
penelitian;

pertahanan dan
keamanan;

penyediaan sumber
daya air;

Pulau buatan;
dumping;

mitigasi bencana; dan
kegiatan pemanfaatan
ruang laut lainnya.

NOMI BIRU panganbwu
= INDONESIA EMAS ~— —aaw” 98
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui
penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu
dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan
dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan
menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;

b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui
penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin
memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha
terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas
layanan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Nomor 5  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

SK No 253386 A

2056

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG

Kewenangan

Menteri KP : Di Ruang Laut
Menteri ATR : Di Ruang Darat

Output*:

Persetujuan Kesesuaian Keg
Pemanfaatan Ruang Laut
(Persetujuan);

Konfirmasi Kesesuaian Keg
Pemanfaatan Ruang Laut
(Konfirmasi)

PERSETUJUAN
LINGKUNGAN

Menteri KLHK atau
Pemda : Di Ruang Laut
dan Ruang Darat

Output:

Persetujuan Lingkungan
(UKL-UPL/ Amdal)

EKONOMI BIR panganbwu
‘I?ID NESIAlE,MAS 98

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO

K/L/D sektor kegiatan:

Perikanan,
Perhubungan,
Pariwisata,
Pertambangan dll.

Output:
KBLI - Resiko :

Rendah - NIB

Menengah rendah — NIB & Standar
Menengah tinggi - NIB & Standar
= Tinggi—NIB & Izin

e~ ol QN
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KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

KEGIATAN BERUSAHA Persetujuan KKPR Laut
Pemerintah/ . .
KEGIATAN NON Pemerintah Daerah Konfirmasi KKPRL
BERUSAHA

Selain Pemerintah/
Pemerintah Daerah

KEGIATAN
YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL

Persetujuan KKPR Laut

Persetujuan KKPR Laut

FASILITASI MASYARAKAT LOKAL Persetujuan KKPR Laut

—_~ > .
T o e (O
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PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Pasal 125

Proses Penilaian Dokumen
Permohonan berupa penilaian
kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR KSN / RZ KSN

RTR dan/atau RZ.
\ RZ KSNT

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan
terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan
dengan ASAS BERJENJANG DAN
KOMPLEMENTER

RTRWP/ RZWP- 3-K

| BERDASARKAN > |

A~ )
s e = seaiad QN
2FJAGA oo st mpusn 0
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PERIKANAN
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021
Proses penilaian dokumen permohonan memperhatikan:
Keberadaan wilayah Hak lintas damai, hak Pemanfaatan Ruang Kebebasan untuk Keberadaan koridor
Kelestarian ekosistem  perlindungan situs budaya lintas transit, dan hak Laut di Kawasan peletakan pipa dan/atau  instalasi pipa dan/atau
pesisir dan pulau- dan fitur geomorfologi Kepentingan lintas alur laut kepulauan perbatasan yang dalam kabel bawah laut di kabel bawah laut yang
pulau kecil Laut yang unik nasional bagi kapal asing proses perundingan wilayah yurisdiksi telah ada; dan/atau

v,

)
Keberadaan wilayah Kepentingan Keberadaan Perjanjian Keberadaan daerah Kebebasan untuk Pelaksanaan perbaikan
perlindungan dan Masyarakat dan wilayah internasional di bidang penangkapan ikan pembangunan pulau atas pipa dan/atau kabel
pelestarian biota Laut nelayan tradisional pertahanan dan batas maritim tradisional berdasarkan buatan dan instalasi di bawah laut yang telah
keamanan negara perjanjianinternasional  laut di wilayah yurisdiksi ada.

Laut Tertata ~2)
Ekosistem Terjaga E__—ﬂ'AKHLAK
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KEMENTERIAN
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Proses penilaian dokumen permohonan

PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

MEMPERTIMBANGKAN:.

Fungsi Peruntukan Zona

=,

Kebutuhan Ruang untuk Mendukung
Kepentingan Kegiatan

Daya Dukung dan Daya Tampung/
Ketersediaan Ruang Laut

Pemanfaatan Ruang Laut yang
Telah Ada

-
Jenis Kegiatan dan Skala Usaha 0%) Teknologi yang Digunakan
nyn . Utama « Mikro
* Pendukung . Kecil
: II\B/IeeSnaerngah \, Potensi Dampak Lingkungan yang
( Ditimbulkan
\.
> .
s’ QN



Tahapan Penerbitan KKPRL

PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

» Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh K/L terkait kepada KKP paling

Apabila terdapat kegiatan yang
memanfaatkan ruang laut di Kawasan Suaka
Alam atau Kawasan Pelestarian Alam ‘

lama 5 Hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan

« Apabila melewati jangka waktu, tahapan penilaian dilakukan tanpa rekomendasi

atau pertimbangan
Tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan

il

15 Hari Kerja S Hari Kerja
REKOMENDASI gg:::éxg:; Apabila jangka waktu 6 Hari
KEMENHUT KIL TERKAIT terlampaui, persetujuan
( KKPRL diterbitkan secara
otomatis oleh Sistem OSS
7 hari kalender tiap SPS
S Hari Kerja 20 Hari Kerja 2 Hari Kerja (maks 3 kali SPS) 6 Hari Kerja
e — - D —— o= e A *
PENDAFTARAN PEMERIKSAAN PENILAIAN PENERBITAN PEMBAYARAN PROSES PENERBITAN
KEBENARAN DOKUMEN TAGIHAN (SPS) PNBP PENERBITAN  PERSETUJUAN KKPRL
*Lengkap ®
by System DIKEMBALIKAN
|_ ot~ g ” g 3 . ; : _. _I
5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja .

l ’ aal : e8| 20Hari
. d. d.
: > T4 = > — ®
| PERBAIKAN (1) PEMERIKSAAN PERBAIKAN (2) PEMERIKSAAN I DITOLAK
I oleh Pelaku Usaha DOK PERBAIKAN oleh Pelaku Usaha DOK PERBAIKAN
|

— )
Laut Tertata =) _B.,‘Q':"'&.ISHLAK

» - [ —
taermariy oyl ddapst Cekasorms

Termasuk verifikasi lapang |
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1. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

1. Rencana Kegiatan

a. Uraian latar belakang, tujuan, dan
manfaat kegiatan usaha;

b. Kegiatan eksisting arau rencana yang
akan dimohonkan;

c. Rencanajadwal pelaksanaan kegiatan
utama dan pendukungnya;

d. Rencana tapak/site plan kegiatan yang
dilengkapi dengan rencana bangunan dan
instalasi di laut serta fasilitas
penunjangnya;

e. Deskripsi luas/panjang yang dibutuhkan
pada lokasi usaha yang dimohonkan per
kegiatan utama dan penunjangnya;

f. Nilai investasi usaha.

tortcb torgeten

2.

Kkp
EKONOMI BIRU I
-m = INDONESIA EMAS ~— ——eum”

DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA

Peta Lokasi

panganblm Q§

Plotting batas area dan/atau jalur dan koordinat

Rencana Kegiatan Real Estate
PT Alam Panorama Pakuwon

i“¢vl —
Koordinat Geografis
N E
1° 834.522" | 103°5921.03" |
[ 1°837.8"  103°59'19.691" |
1° 843.292" | 103°59'18.369"
| 1°8'55.308" | 103°59'14.764" |
[ 1°98.653" | 103°59'29.216" |
1° 8'56.942" | 103°59'38.285"
| 1°8'52.821" | 103°59'32.614" |
1° 8'40.256" | 103°59'33.486"
1° 831.313" | 103°59'29.01"
[ 1°826.753" | 103°5929.232" |




(v) e 2005 BRI 2 08
- PERIKANAN
DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA

2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Uraian berupa deskripsi Informasi
Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi

 Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk
aktivitas masyarakat lainnya mohon
disampaikan lokasinya berada berapa jauh
dari lokasi pemohon.

—_ > -
o o eeraciak (.
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3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & Oseanografi) -

1. Kondisi Ekosistem Pesisir 2. Kondisi Hidro-oseanografi

: . . ; Informasi mengenai data arus laut, gelombang dan pasang
Informasi mengenai data kondisi ekosistem mangrove, lamun

t
dan terumbu karang suru

GELOMBANG

Tabel 1. Kondisi Ekosistem Mangrove

TREK BOMNANST Gelombang Musim Peralihan 1 Gelombang Musim Peralihan 2
Nama Jot KERAPATAN we S : Lo
NO. T — ":.M.“ . T }ngnmm *u) 5 ‘lgmm Tinggi gelombang signifikan (Hs) yang terjadi pada musim ini Pada musim ini maksimum tinggi gelombang signifikan (Hs) berada
T B | Tanes pess 1535 o0 T8 i T o] Toa% hanya berada pada kisaran tinggi 0,91 m hingga 1,33 m. pada ketinggian 1,64 m yang terjadi pada tahun 2020.
¥ Bakau Hram T macroeate 2 111 53 21 Ci2 LA % Periode maksimum yang terjadi pada Musim Peralihan 1 sebesar Sedangkan untuk periode gelombang signifikan (Hs) maksimum
‘5 NN;FF m?.vmﬂ:.‘ Foreim \; : D) ‘: £ ; g ci]g 1_0‘2 ‘;.‘:,f'c. - 6,73 sekon. mencapai sebesar 7,14 sekon
tung o3pema fpianum .08 7 0. 7 7% o
5| Wanilaw Fbsous Maceus 003 | 328 [026 0| 0.0¢ 7% 10.5% 5 Grahk Tinggl dan Periode Gelombang Signifikan Grahk Tinag! dan P relombang S| a
Api 31 AWOORnS Mara 303 35 r T (5] 3] 175 » rahk Tinggl ¢ :\V/‘u,"‘;n’;:ﬂ; |:\l ang Signihka: Grafik Tingg! dan Periode L|:lnm vang Skanifikan
Tenntum Lumnizers 30 g5 74 [os3| 02 [oo T4 2.0% e 5 paiin oo i d
Parspan Sorneratis albs 12 111 042 81 o1 1 303% 9 j"
Pandan Pancanus toc 2 |16 [022] 42 04 19 79% 1
T Yengsr Cerops fagal 7 N YO T piXsy - o ‘
T |K Cocos nuciers 04| 37 [ozs| 84 12 37 12.0% o .
12| Ketapang Temingda catsppa 002 i) 023 ) Q7 i 1% wrtd Mscros! £ 3
13 'wrvampa Eruguers gymnodhizs__| 004 3T 33 |63 (5] 37 TaT% were O MY mime e sape
Tﬂa _!T L= -0 301 Meter R s 0 L} “w 0
WSO My 18 10 0 u i 0 )
Tabel diatas menunjukan bahwa jens dari marga Rhizophora (bakau) merupakan jens Gamsbar 5. Beatuk Pertumbubae (&feforn, Genera Karang das Substrat Terumtbo Karazg
5 di Seknar Peuemparae Pessasasgan Pipa Ouler (reacana)
dominan. Jenis tersebut adalah Rhizophora apicw/ata (bakau minyak) dengan Indeks
Sehungga aktevsas kegaatan usaha penewpatan ppa uotuk pengaeobilan ar bun semma pipa
Nilai Penting (INP) 76.3%, Rfvzophora mucronata (bakau hitam) dengan Indeks Nilas outlet vk mendukung kegsatan wsaba budiday udang vanmmes i sshok oleh UD
. ) : 3 EMBUN PAGI tudak fikan techadap © terumbu
Penting 34.3% selanjutnya Sonneratia alba (perepat) dengan Indeks Nilai Penting karang vang sds serts bngkumgan ekologs vang ada da dasar peraan

30.3% serta nywrih (Xylocarpus granatum) 28 4%, Penguasaan jenis atau penutupan
jenis dari Rhizophora apiculata di lokasi tapak proyek mencapai 29.6%, dengan
penyebaran yang merata di sebap transek pengamatan. Jenis4enis dominan i
merupakan jenis mangrove yang umum digunakan sebagai arang karbon.

Grafik Pasang Surut di Pelabuhan Sekupang, Batam
Tanggal 25 April - 24 Mei 2022

25

sl e
UL LR R R AU DU R

o

Tudn (m)

08 -

~w°“~m"’1w‘1‘1w P 00 %h 0% 00 ¥ o0 s 00, 00 L’q"ui"nfwf M* um:ﬂ?‘ Mf’: '»-": )J" :ﬁfw-"‘ :l-" i o B e O 00 0 o0 ",u LN ”a(/é",‘-,m'*"

LautTertata \) BerAKHLAK

ocrirton Ploveron Attt Lomgeten
ol gt Cosamer




KEMENTERIAN Kke. EKONOMI BIRU Emm  panganbiry.
—m “INDONESIA EMAS ~— S Q§

KELAUTAN DAN . N
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PERIKANAN

3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, & Oseanografi)

- e el ol Sokalimiell ™ A e es 4. Bathimetri
ot O MR 0 o8 T s o |
153 oY A el be ;,,i 5. Profil Dasar Laut, informasi terkait gambaran dasar laut pada

lokasi permohonan

R EIERL

Er s : DS E S s e 1 6. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

z “ B : e Informasi Jumiah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis
s Tk VN Boiiiniind] Kelamin Penduduk, Perekonomian, dil

= NeE 25 TN e

pEEREY & g N A I 7. Aksesibilitas Lokasi

e e e Contoh:
7/ AT Lokasi kegiatan dapat ditempuh melaiuijalur darat danlatau taut.
[ aemee | Jalurjalan menuju lokasi rencana kegiatan PT APP adalah melalui ...

A~ )
s e = seaiad QN
2FJAGA oo st mpusn 0
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4. Persyaratan Lainnya

Dapat berupa rekomendasi teknis,
berita acara pertemuan, data/dokumen
pendukung serta hal-hal lain yang

terkait dengan permohonan

Laut Tertata =2 po AKHLAK

Ekosistem Terjaga s s o
J e Lrmaris oyel Adopmt {skscrast

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (

Harl / tanggal
Wakty

Acara

Undangan

BERITA ACARA
Public Hearing (Dengar Pendapat)/!

Jumvat / 12 November 2021
13.00 WIB - 15.00 WIS,
Auia WVila Starmas - Cinangka

L Puble MearinglSoslalisasi Analisis Mengery

Kapolsek Cnangka
- Danramil Cinangka
- Kepala Desa Umbul Tanjung
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masya
Tanjung
- Fabinsa Desa Umbul Tanjung
- Bhabirkamtibmas Desa Umbul Tamun,
- Ketua RW. 01
Ketua AT, 02 RW. 01
Ketua RT. 03 RW. 01
Ketua RW, 02
Ketua RT, 06 RW, 02
Ketua RT, 07 RW, 02

EKON
*IND

20%

MI BIRU i iy
NESIA EMAS %\

DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS 111 LABUHAN

Tebepee: (5253) 801 70 Fax (0253) 801 720
Foul I-Fw.m-lllun

BERITA ACARA
FENINJAUAN LAPANGAN

Pada harl i Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua
pulub dus dilakukan Peainiauan Lapamgan veng akan digunakan untuk kegiatan
pendukung
berinicast di
Provnsi Danten.,

I Dasar

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayarnn ;

2. Pemtuman Pemermtah nomor 61 tnhun 2009 wentang Kepelabuhanan ;

1. Keputusan Menterd Pechubungan nomor PM.20 tahun 2017 tentang
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendin ;

4. Permturan Menteri Perhubungan Nomor 15 thun 2018 tentang
Pungutan Negars Bukan Pajak;

5 Tematuman Menterl Perhiubungan Nomor 72 whun 2021 tentang
perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62
tahun teotang Organisast dan  Tata kera Kantor Unit Penvelengioamsm
Pelabubun |

6. Surat Perintah Tugns Kepaln Kantor UPP Kelss 1l Labuban Nomar
ST.0059 UPP. Lhny- 22 tanggal 29 Juni 2022,

[} Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Dilakukan Pogukuran  luss  perairan deogan maksud  untuk
memperoieh dats darl Bpangan serta untuk mengetahul dan lebdh
mengenali kondisi di lapangan vang sesungguhnya, ates Samnn
Peodukung Rencana Pembangunan

2 Tujuvan
Pengukurmn luas perairan inl bertujuon untuk mespesuleh data dan
lapangan  yang depat dijedikan  sehagnd  balan  eviduasl  dan
pertimbangan Mmpinan untuk Pengambilan Keputusan

m Haull Peninianen lananaan

)
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PERIKANAN  DOKUMEN PERMOHONAN PKKPRLKEGIATANBERUSAHA

5. Persyaratan Reklamasi*

*Permohonan KKPRL yang menggunakan metode reklamasi dalam
pelaksanaan kegiatan, perlu melampirkan informasi tambahan
mengenai:

1.  Rencana pengambilan sumber material Reklamasi
- lokasi pengambilan material (disertai gambar)

- Jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi
jumlah kebutuhan material untuk reklamasi

- metode dalam pengambilan material reklamasi

2. Rencana pemanfaatan lahan Reklamasi (disertai dengan peta
dan luasannya)

3. Gambaran umum pelaksanaan Reklamasi

- metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari
aspek teknis, pengambilan material, penimbunan

4. Jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi (disertai tabel jadwa

) .
L LeutTertata =9 o AKHLAK
Ekosistem Terjaga  mowsimmms s iommn
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ST Format Penerbitan KKPRL 00 SiRBNANIS RE 02

Perka BKPM No 4 /2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

fProduk Konfirmasi dan
Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut terdiri dari 4 (empat)
Bagian

PERSETUJUAN [y
3a~’15
1 @

PEMERBTAH REPUBLIK INDONESIA

I3 | o cmun Campwn
FERSETURIAN iCSESUlUIN KEGIATAN FEMANFAATAN RUANG LAUT N
Enrbonrkan Unda=z-Lirseng Tass la7bng Cpte Kerp, Peresrian s hocream metstan
P e nquu et = Laval hapsta
L Pamk U : S ey s |
it : rry [ T
. Tz r :
=t -
= ran M -
E tisdu
U L
i

LANRIRAN i \ S 4i ‘
KCORDINAT DAN PETA PERSETUJUAN KESESUAION KEGIATAN |
PEMANFAATAM RUANG LAUT

XTOROMAT DAN LLAS

— 1 | LEMBAR UTAMA

MAMA TITIK ouuR UKTANG B \d Tlektrontk

e ‘ E l
LAMFRAN
HAK DAN KEWANBAN PEl

FATAN PENANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR - 0902221 0515200002

LEMBAR KOORDINAT

i L Lk, Wi ki Priiaaa i

Dhwrbichier wga - (2 Februan ik

Tk o T4 Pt S0

LEMBAR HAK DAN

—
2
3 | LEMBAR PETA
)
b KEWAJIBAN

S vprad b cuai Pt o K
wamecn s g s e AL S

il

| sertitiean
\g;nmm-u ‘ Wotidin samgpa (@ Felrua i 2022




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan,
dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021

&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

P >
P lutTertata = peraKHLAK

peebsenst)

=™ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKKPRL

MI BIRU
NESIA EMAS

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

|

TARIF
(Rupiah)

XII.

PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
LAUT

A. Pemanfaatan Ruang unruk
Kegiatan yang Mcenctap di Laut

per ha

18.680.000,00

B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel
Bawah Laut

per izin

128.595.000,00 +
227.800,00 per
km (di luar
kawasan
konservasi) +
7.500.000,00

per km (di

dalam kawasan
konservasi)

C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa
Bawah Laut

1. Pipa Air Bersih/Air Baku

2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku

per izin

per izin

| 148.595.000,00

+ 2.500.000,00
per km (di luar
kawasan
konservasi) +
7.500.000,00

per km (di

dalam

kawasan
konservasi)
148.595.000,00 +
25.000.000,00
per km (di luar
kawasan
konservasi) +
75.000.000,00
per km (di

dalam kawasan
konservasi)

Tagihan PNBP
hanya boleh
diterbitkan dari
Satker Sekretariat
Ditjen PRL.

Pelaku usaha tidak
diperkenankan
menerbitkan
Tagihan secara
mandiri

e 08
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Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS
dilengkapi dengan persyaratan:

Jenis Dokumen Unggah Dokumen Status Catatan

Dokumentasi pendukung terkait kegiatan reklamasi yang memuat:

a) rencana pengambilan sumber material Reklamasi. m

1 b} rencana pemanfaatan lahan Reklamasi: - i Form at DOkU men Pe rsya ratan

i Ukuran maksimal dokumen : 5 MB
¢} gambaran umum pelaksanaan Reklamasi: dan

d) jadwal rencana pelaksanaan kerja; Jenis dokumen: PDF dapat d | u nd u h pada
http://bit.ly/format_PKKPRLaut
(e

Ukuran maksimal dokumen : 5 MB
Jenis dokumen: PDF

Ukuran maksimal dokumen: 5 MB
Jenis dokumen: PDF

4 Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya {ekosistemn, hidrografi. dan oseanografi) (opsional) Ukuran maksimal dokumen:5 MB
Jenis dokumen: PDF
‘opsional

Ukuran maksimal dokumen : 15 MB
Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR
‘opsional

2 Rencana Bangunan dan Instalasi Laut

3 Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Persyaratan 1zin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah

o




KELAUTAN DAN = INDONESIA EMAS =

PERIKANAN PENDAFTARAN KKKPRL PADA E-SEA

Pendaftaran Persetujuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon
KEGIATAN NON BERUSAHA dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan

KEMENTERIAN Kxp ru
m EKONOMI BIRU I panganbu gg

R = o-SEA httgs://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies DhTdiK/view Hi coba@mail.com = C
Sistem Elektronik
Porizinan KKPRL

APP APP > PERMOHONAN > FORM

- C _
o - S Formulir Pendaftaran Dokumen

‘ Permohonan v

. Surat Permohonan Perizinan Non Choose file = No..en
https'lle-sea'kkp'qo'ldl Femenntan Berusaha *Ukuran File Maksimal SMB
Swasta
;' iura:j!ae;mOhonan o profil Koordinat ChooseFile: | No..en
. oordina *Ukuran File Maksimal SMB
3. Rencana Bangunan dan Instalasi di
Laut @ Panduan
Rencana Bangunan dan Instalasi di ChooseFile = No.en
4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut Laut R
*Ukuran File Maksimal 5SMB
5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan
Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, Rherner Kegidran
dan Oseanog raﬁ) Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha
?' ﬁersyara:an Iliallr(-llnya . Kegiatan eksisting yang dimehonkan
. ersyaratan Reklamasi

Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya

e



https://e-sea.kkp.go.id/
https://e-sea.kkp.go.id/
https://e-sea.kkp.go.id/
https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view
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Masyarakat Lokal Masyarakat Hukum Adat
Kelompok Masyarakat yang menjalankan: Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim
e tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang  di wilayah geografis tertentu di NKRI karena
sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, - adanya ikatan pada asal usul leluhur;
* tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya - hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber
pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. daya alam, pranata pemerintahan adat; dan

- tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Masyarakat Tradisional

KepdirjenPRL No. 15/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak
Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di WP3K. tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan
Petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi PKKPRL untuk ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu
permukiman diatas air dan kegiatan non berusaha bagi yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan
masyarakat lokal di WP3K kaidah hukum laut internasional.

—~ > -
o ek (O



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Turunan PP No. 21 Tahun 2021
PermenKP No. 28 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pasal 175

(1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ¢
ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat Tradisional
dan/atau Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan
Ruang Laut.

(2) Masyarakat  Tradisional dan/atau  Masyarakat  Lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
b. perikanan budidaya menetap;

C. pergaraman; atau

d. wisata bahari,

yang menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau
nilainya tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi
dan/atau upah minimum kabupaten/kota di tempat
berdomisili setelah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.

(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi
Persetujuan diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau
Masyarakat Lokal untuk permukiman di atas air.

LautTertata \) BerAKHLAK

4 rtoveron Attsbe tompeten
Comsera

/"’ 4 d.

Kkp
EKONOMI BIRU I panganb.m
-st = INDONESIA EMAS ~— 08

embudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir

" dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau

paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

(5) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada
_ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.

(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil
identifikasi Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan
oleh lurah/kepala desa melalui camat.

urah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan:

administrasi, yaitu:

1. fotokopi kartu identitas diri, berupa KTP atau KK;

2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau

3. surat keterangan usaha dari camat, lurah, atau kepala desa,

b. teknis, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama Orang, letak
dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan

c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh

lurah/kepala desa yang memuat:

1. metode atau cara yang digunakan dalam berusaha;

2. daftar prasarana dan sarana yang digunakan; dan

3. waktu dan intensitas operasional.

(8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan
Persetujuan secara komunal.
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Y JAHAPAN FASILITASI PERSETUJUAN PKKPRL BAGI MASYARAKAT LOKAL
KepdirjenPRL No.15/2023

)
00

Koordinasi pelaksanaan kegiatan
fasilitasi PKKPRL
Pemetaan rona awal dan penetapan

Pengajuan melalvi aplikasi
Validasi administrasi dan teknis (https://e-sea.kkap.go.id)
Validasi lapangan

BA hasil validasi

lokasi usulan
Pendataan awal di lokasi usulan
(sampling syarat administrasi dan teknis,

Hon operaslonal) . Rekomendasi Permohonan
BA Koord. Awal antara Pemda dan KKP sy Penerbitan PKKPRL

Dokumen Kelengkapan
1. Surat Permohonan PKKPRL (bermaterai) yang memuat;
Bupati/wali kota melalui unit kerja teknis : : : : - g
bl /dapat g ihan peronean Palaksancian Focus Group Discussion (FGD) :. |nformas‘|( pe.m'oho-nk(k?n:unal meIaLU| bupah(wull kota): daftar nama dan alamat
fasilitlasi Persetujuan bagi masyarakat Identifikasi dan Pemetaan PKKPRL g ede o et s b i : :
it 9 Y Maltlaikan ieniificost dan pamalacn lekos c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur
lokal di wilayahnya kepada Dirjen c.q e (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
direktur yang membidangi urusan fran:
d isir d | | Melakukan pengumpulan data persyaratan s t(ebutuhcxrj luas perairan;
PERGEIYGGURTAipes SIECO, PUau: DO e. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi
BA Palobsuracn llantith o Pometann 2. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan PKKPRL dari

(maslok.okkprl@amail.com 2 : : e :
(maslok.pkkpri@gmail.com) direktur yang membidangi urusan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada

kecil administrasi, teknis, dan operasional

pemohon (bupati/wali kota)

_ >
Lot Tortata ) goraciLaK

Aeurtstm 1ompaten
Sarmaris (oyel Addapst {simeras




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENGUMPULAN DATA IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

1. Data Administrasi
* namag;
* pekerjaan/mata pencaharian;
* kelengkapan administrasi (copy KTP, KK, atau Surat Domisili);
* kebutuhan pokok per bulan (kegiatan usaha);
* |ama domisili;
* status kepemilikan bangunan;
* tahun pendirian/keberadaan bangunan (eksisting); dan
* nomor kontak /telepon; dan

* penghasilan per bulan untuk jenis kegiatan usaha menetap.

2. Data Teknis

* jenis kegiatan;

* |etak dan luasan kegiatan;

* kedalaman (kolom air yang dimanfaatkan);

* koordinat lokasi (x,y); dan

* jenis pondasi dan ketinggian bangunan (permukiman)

2056 HRNSNIERwR: 2y 08

Kegiatan Usaha

Deea,

B._Formulir Data

Kecamatan

Petugas Pendata

Jenis Kegiatan
C. Formulic Data Teknis Kegiatan Usaha 9 1
Desa/ : o
Kecamatan “Polkale i
Priugas hm pea | PEREREsilan/
Pervdatasn Dot bujan | BUan (Rel
Jenis Kegintan )
1 2
. Formulir Da Luasan Kegiatan Letak )
Desa Kelura = Kot Bnpunan Kegiatan | KoOrdizat
7 Kama Lengkap Luas. st Usaha R
Prtugas Pend pomh | Hm) oy (=] |Seluruh) Sebapian ion
tugas Pe: (% dan ¥) . ... (bulan), ...
Jenis Kegiaty
1
2
3
N dat
“pilits kb satu )
KabyKota, ... {tanggal), ... (bulan], ... {tahux| o
T . FKepal Deaa/Lurah Petugas Pendara
3 Teknia
z stemeel
3 3
- Mengetabi :
Camat ___ _—Frpala Dinas/ Unit Kerja Teknis
g stempe: { e |
stem
L. S | [ )
- Camat — Fepala Dinas Unit Kerjs Teleiis
[ steenpet [ stompa |

Form ditandatangani petugas pendata dan kepala desa,

diketahui camat dan kepala dinas

3. Data Operasional

untuk kegiatan usaha menetap meliputi;

_~ >
T s e (O

Kegiatan permukiman di atas
air melengkapi data
administrasi dan teknis,
sedangkan kegiatan lainnya
melengkapi data administrasi,

data teknis, dan operasional

metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan usahg;
daftar sarana dan prasarana yang digunakan; serta

waktu dan intensitas operasional produksi/kegiatan (musim /bulan).
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CONTOH HASIL PENGOLAHAN DATA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Contoh Tabel Data Teknis

2055

EKON
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MI BIRU
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Contoh Tabel Kelengkapan Administrasi

Nama

KK

MUSTIKA

I 7amessansenonos
...""-2" W'-—.

-- s

Bt AT
T,

P SET
I

KAI’I’U KILI.IMGA

Luas Luas Koordinat Koordinat
No Nama (m2) (Ha) X Y
SANUDDIN BIN
8 [Siin 210 | 0,020979 104,6378 0,990992
2 | MUSTIKA 41| 0,004073 104,6378 0,990646
3 | BAATI 77| 0,007723 104,6388 0,990407
4 | SANTIKA 68 | 0,006804 | 04,6387 0,990538
5 | MIMI 87| 0,008682 | . 16387 0,990409
6 | KARMILA 95| 0,007y, ' 10,6386 0,990026
7 | RUSDIN 89| ©,0C 867 ~_ 104,6384 0,089977
8 | ENDANG SUPRIANI 6317 206 °° 104,6386 0,990322
9 | JANUDER a2 W 01174 104,6385 0,990262
10 | MARIOTO % 70,004674 104,6384 0,990203
11 | HERNAWATI | 0,008787 104,6384 0,990075
12 | UMI 85| 0,008497 104,6383 0,990321
13 | MASRIA 104 | 0,010361 104,6383 0,99059
14 | ATI 70| 0,007039 104,6382 0,990437
15 | LA SAHI 69| 0,006933 104,6383 0,990664
16 | WA ODE AFRIANTI 83| 0,008262 104,6382 0,99093
17 | INTAN BERLIAN 150 | 0,015017 104,6388 0,990903
18 | WA ODE AFRIANTI 92 | 0,009175 104,6384 0,09112
WA ODE

19 | NURHAWA 136 | 0,013633 104,6382 0,991164
LautTertata @_) BerAKHLAK

Ekos

stem Terjaga  memmmmes wss o

RASMIATI

[
PHOVI SLAWES: T |
FABIPATEN WALA

+ TN0T054 4078001 u

Hith. i &

i
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Contoh
Permohonan PKKPRL

Permukiman Tanjungpinang

%

WALIKOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpnang, 28 Septembor 2022

Diusulkan 28 September 2022

Berdasarakan Kesesuaian area pengajuan dengan alokasi Ruang RZWP3K Provinsi
Kepulauan Riau, lokasi pengajuan Fasilitasi KKPRL Khusus Bangunan diatas Perairan terletak
di beberapa zona dan Bangunan di atas perairan (Pemukiman) hasil identifikasi seluas
13,51 Ha dan lokasi yang sesuai zona pemukiman seluas 7.334 Ha (0.567 Ha Pemukiman
Nelayan dan 6,628 Ha Pemukiman Non Nelayan)

- > —
T e e QN
Ehosistem Terjaga  mowmemmems oo
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Izin Lokasi Tahun 2021

FASILITASI PKKPRL i
WILSIR AF B
2020 - 202

E Masyarakat Lokal
i Kota Batam

2

asyarakat Lokal
ab Kep Anambas

=

Masyarakat Lokal E
Kab Bintan i
Kep. Riau i

Masyarakat Lokal
Kab. Nunukan
Kalimantan Utara

Masyarakat Lokal
Torosiaje, Kab. Pohuwato
Gorontalo

Masyarakat Lokal
Kab. Kutai Kartanegara

Masyarakat Lokal

.'SfP.'.R.i.c.‘., ........... Maratua, Kab. Berau Kalimantan Timur
R R 1% Kalimantan Ti
i MasyarakatLokal Masyarakat Lokal
Komuni'as* i Kab. Karimun J .__///_" Kab. Halmahera Selatan
! Kep. Riau Maluku Utara

20 Masyarakat Lokal e g N

difasilitasi PKKPRL i Masyarakat Lokal

Bontang Kuala, Bonfang Kab. Banggai Kepulauan
i Kota Tanjungpinang Lestari, Kota Bontang Maluku Utara

*Komunitas dapat berupa lingkup ! Kep. Riau Kalimantan Timur © -
desa/ kecamatan/ kabupaten kota S @ !
sesuai usulan bupati/wali kota i Masyamka'LokaI """"" {

i Melahing, Kota Bontang Masyarakat Lokal
. Kab. Kolaka, Sulawesi
Tenggara
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" Kalimantan Timur

Masyarakat Lokal
Kecamatan Soropia,
Kab. Konawe, Sulawesi
Tenggara

TAHUN FASILITASI

@ 2020 @ 2022 @® 2024
Masyarakat Lokal

@ 2021 @ 2023 )

T o » ] Desa Banu Banua Jaya,
r=- i Masyarakat Lokal ' Al Botan Ulara
Ll IDENTIFIKASI OLEH PEMDA | Mola, Kab. Wakatobi | SUIﬂ.w“i -

! sulawesi Tenggara H
[] TELAH TERBIT PKKPRL

Masyarakat Lokal
Kab. Buton Tengah
Sulawesi Tenggara
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Layanan Pendampingan UPT (LPRL Serang)
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- Datang ke - Konsultasi dengan ) o ]
kantor/satpel/gerai petugas layanan _ Mengisi SKM

- Mendaftar layanan - Memberikan informasi
konsultasi Peta Lokasi dan Bahan

Publikasi KKPRL

® 0@0 v —
N = g = 3=

Membuat bahan asistensi
Pertemuan daring dan
luring

-

Mengisi SKM -

- Datang ke -
kantor/satpel/gerai/daring -

- Mengajukan Permohohan
Asistensi dan data awal
permohonan

3 l —> 5"6
-— %
=/ F o\
Melakukan survey ke -
lapangan

- o

Menyampaikan hasil
identifikasi lapangan

- Menyusun rencana -
identifikasi lapangan

sirmcrms

2096

= ki

Selesai

Selesai
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Konsultasi : upaya Pemohon untuk
mendapatkan data dan informasi
awal terkait persyaratan
Pendaftaran permohonan KKPRL
dan pengenalan Sistem OSS
dan/atau Sistem Elektronik
Kementerian

Asistensi : merupakan pertemuan
untuk mendapatkan penjelasan
mengenai: a. informasi peruntukan
pemanfaatan ruang dalam rencana
tata ruang b. kelengkapan data spasial
dan/atau non spasial yang disyaratkan,
c. status perizinan dan/atau non
perizinan yang telah dimiliki, d. teknis
penyusunan dokumen permohonan
dan/atau pemetaan, e. teknis
penggunaan Sistem OSS

Identifikasi lapangan : merupakan
kegiatan kunjungan langsung ke
lokasi yang direncanakan akan
dimohonkan dengan maksud
mengumpulkan data spasial
dan/atau non spasial guna
kepentingan penyusunan
dokumen permohonan KKPRL.



Wilayah Kerja

Loka Penataan Ruang Laut Serang

@® JI. Raya Carita Km 4,5 Caringin Labuan,
Caringin, Kabupaten Pandeglang, Banten

Gerai Pelayanan Kalimantan Barat

JI. Husein Hamzah No. 1, Pal Lima, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan
Barat

Satuan Pelayanan Semarang

JI. Puspowarno No. 76, Bojongsalaman,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Barat, Jawa Tengah

Gerai Pelayanan D. I. Yogyakarta

JI. Babrik No. 48A RT 03 RW 43, Denokan,
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, DIY

Satuan Pelayanan Daerah Khusus Jakarta

22,RW 17, Penjaringan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Gerai Pelayanan Kalimantan Selatan

JI. Panglima Batur Timur No. 61 Komet, Banjar
Baru Utara, Kalimantan Selatan

Satuan Pelayanan Balikpapan

JI. Syarifuddin Yoes Gedung Kesenian It. 2,
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Gerai Pelayanan Jawa Barat

JI. Mekar Agung, Mekarwangi, Kecamatan
Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

Gerai Pelayanan Jawa Timur

Komplek Ruko Surya Inti Permata, JI. Raya By

pass Juanda No. A-18, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

e )
LautTertata =2 po AKHLAK

Ekosistem Terjaga s
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Kantor LPRL Serang

Satuan Pelayanan Balikpapan

WilayahKerja:

Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Utara

Satuan Pelayanan Jakarta

Wilayah Kerja:
e Provinsi Daerah Khusus Jakarta
s Provinsi Jawa Barat

Fd
‘

Satuan Pelayanan Semarang

Wilayah Kerja :

* Provinsi Jawa Tengah

« Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

* Provinsi Jawa Timur




it KKPRL Terbit 2006

PERIKANAN

KEGIATAN x Total

ALUR PELAYARAN 1
IAREA ALIH MUAT ANTAR KAPAL (TRANSSHIPMENT POINT/SHIP TO SHIP TRANSFER) |
AREA PENDARATAN GANTOLE DAN PARALAYANG
|AREA PENEMPATAN MATERIAL HASIL PENGERUKAN |
BAMGUNAN PRASARANA PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BERKELANJUTAN

DERMAGA PASAR TRADISIONAL

DUMPING AREA

FUEL TERMINAL KOTABARU

KEGIATAN JEMBATAN PENGHUBUNG PULAU LAUT DAN PULAU KALIMANTAN

|PABRIK ES. DERMAGA SANDAR KAPAL, DAM AREA LABUH

PELABUHAN PENYEBERANGAM TARJUN - STAGEN

PEMANFAATAN AIR LAUT UNTUK BUDI DAYA

PEMANFAATAN ALUR PELAYARAN DAN FASILITAS DERMAGA

PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI

PEMBANGUNAN DERMAGA

PEMBAMNGUNAN FASILITAS TERMIMNAL UMUM

PEMBANGUNAN WISATA
|PEMBONGKARAN ANJUNGAN MENJADI TERUMBL KARANG BUATAN PADA TAHAP PASCA OPERASI LAPANGAN GAS RUBY DI WILAYAH KERJA SEBUKU |
PEMNANAMAN MANGROVE

PENEMPATAN MATERIAL HASIL KERUK

PEMEMPATAN MATERIAL KERUK (DUMPING AREA) KEGIATAN PERTAMBANGAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA SATUI

PENENGGELAMAN/PENANAMAN RUMAH IKAN

PENGEMBANGAN BALAI BENIH DAN KESEHATAN IKAN

PENGEMBANGAMN DAN OPERASIONAL PELABUHAN KOTABARU TERMINAL PANJANG

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SIRING LAUT

PENGEMBANGAN PELABUHAN BATULICIN
PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG SERDANG
PENGEMBANGAMN TERMINAL KHUSUS
PENGERUKAN DAN DUMPING
PRODUKSI GARAM DAN AIR BERSIH
RUMAH IKAN
SALURAN UDARA TENGANGAN TINGGI 150 KV SELARU-SEBUKU
SANDAR KAPAL TAHGKI INDUK APUNG (FLOATING STORAGE OFFLOADING)
[SHIP TO SHIP |
SHIP TO SHIP TRANSFER

EKONOMI BIRU I3 panganbiru.
= INDONESIA EMAS =

SHIP TO SHIP TRANSFER TANJUNG PEMANCINGAN 1
SHIP TO SHIP TRANSFER TANJUNG PEMANCINGAN 2
TERMINAL BATULICIN

TERMINAL KHUSUS

Persetujuan: 41 ljin Terbit

Persetujuan: 4 ljin Terbit

>12 mil

TERMINAL KHUSUS PENUNJANG PERTAMBANGAN BATUBARA DAN BIJIH BESI

TERMINAL KHUSUS, PENGERUKAN DAN DUMPING AREA

TERMINAL MEKAR PUTIH

TERMINAL UMUM

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DAM DUMPING AREA

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SEMNDIRI (TUKS) DAN PENEMPATAN HASIL KERUK (DUMPING AREA)

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PENUNJANG PEMGOLAHAN/PEMURNIAN MINYAK

Grand Total a7

Konfirmasi: 12 ljin Terbit

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
PENGEMBANGAM OPERASIONAL PELABUHAN KOTABARU TERMINAL STAGEN 1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1

—~ >
oo Reraria (O

*data per 8 Mei 2026

08



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT (BELUM KKPRL)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

NOTA DINAS
NOMOR B.210/DJPRL.6/TU.140/1V/2026
Yth. : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Dari : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Lampiran  : Satu Berkas
Hal . ldentifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Provinsi Kalimantan
Selatan
Tanggal : 2 April 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Identifikasi Pemanfataan Ruang Laut
Eksisting di Provinsi Kalimantan Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut:

. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah melaksanakan kegiatan
identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di Provinsi Kalimantan Selatan melalui
metode penginderaan jauh, yaitu interpretasi citra satelit dan analisis spasial terhadap
objek pemanfaatan ruang laut, yang selanjutnya dikompilasi dengan data pendukung

sekunder lainnya.

]

. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, teridentifikasi 266 (dua ratus enam puluh enam)
objek pemanfaatan ruang laut dengan total luasan 298,29 (dua ratus sembilan puluh

delapan koma dua sembilan) hektare.

w

. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi melalui penginderaan jauh sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah
melaksanakan survei lapangan dalam rangka verifikasi dan validasi data pemanfaatan
ruang laut eksisting, dengan pendampingan Loka Penataan Ruang Laut Serang serta
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan pada 5 (lima)

kabupaten/kota pesisir, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu,

Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

w

. Berdasarkan hasil survei terhadap objek yang teridentifikasi, sebanyak 50 (lima puluh)
objek termasuk dalam kategori Konfirmasi KKPRL dengan luas 32,09 (tiga puluh dua
koma nol sembilan) hektare, sedangkan 216 (dua ratus enam belas) objek termasuk
dalam kategori Persetujuan KKPRL dengan luas 266,19 (dua ratus enam puluh enam
koma satu sembilan) hektare.

Kategori Jenis KKPRL

Persetuj Konfirmasi Tidak
Total Objek Identifikasi arsatuen onfirmas —MEES

Jumlah Luas Jumlah Luas Jumlah | Luas

Ter-verifikasi 266 216 266,19 50 32,09

Objek | (Ha) | Objek | (Ha) | Objek | (Ha)

Belum Ter-verifikasi

TOTAL 266 216 266,19 50 32,00 - -

6.

~

@

Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh estimasi valuasi indikatif potensi PNBP sebesar

Rp4.972.532.783 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh

dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Nilai potensi PNBP dihitung menggunakan tarif dasar Rp18.680.000 per hektare dan

masih bersifat indikatif, mengingat hasil identifikasi masih perlu dilakukan konfirmasi

terhadap subjek hukum untuk menentukan keakuratan luasan yang akan dimohonkan.

Adapun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai

berikut:

a. Melanjutkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pemutakhiran
(updating) data hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut secara berkala;

b. Melaksanakan sinkronisasi data hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dengan
Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut serta unit kerja

terkait lainnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan arahan lbu lebih lanjut, kami ucapkan

terima kasih.

. Ditandatangani
¥ J sccara Elektronik

Fajar Kurniawan

Tembusan:

1.
2.

Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Kepala Loka Penatan Ruang Laut Serang

Tabel 1. Indikasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Kalimantan Selatan

No Indikasi Kegiatan ':;'l'";:]:' :‘}‘l‘:i’ "";’;’_‘;’“
I | Dermaga/Jetty/Terminal Khusus/TUKS 171 226.69 T6.00
2 | Pengaman Pantai 17 42.51 14.25
3 | Instalasi Perikanan/ALSE 37 18.26 6.12
4 | Permukiman/Perkantoran/Real Estate/Industri Niaga 29 4.59 1.54
5 | Budidaya KJA 5 3.15 1.06
6 | Jembatan 5 1.84 0.62
7 | Alat tangkap (Bagan/Rumpon/dll) 1 1.07 0.36
8 | Timbunan Lahan 1 0.17 0.06
TOTAL 266 298.29 100.00

Tabel 3. Tabel Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kategori Jenis KKPRL
Total Objek Identifikasi Persetujuan Konfirmasi Tidak Diketahui
Jumlah Luas Potensi PNEP Jumlah Luas Jumlah Luas
Objek (Ha) Objek (Ha) Objek (Ha)
Terverifikasi 266 216 | 26619 | Rp.4.972.532.783- 50 3209 - -
Belum Terverifikasi _ _ ~ _ _ _ ~ ~
. 266 216 | 26619 | Rp.4.972.532.783. 50 32,09 = =

Nilai potensi PNBP dihitung menggunakan tarif dasar
Rp18.680.000 per ha dan  masih bersifat indikatif,
mengingat hasil identifikasi masih perlu dilakukan
konfirmasi terhadap subjek hukum untuk menentukan
keakuratan luasan yang akan dimohonkan.

Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh estimasi valuasi
indikatif potensi PNBP sebesar Rp4.972.532.783 (empat
miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga
puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
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Dit. Perencanaan Ruang Laut LPRL Serang

@ Pendampingan KKPRL

L-4 perizinan.pri@kkp.go.id ruanglautserang@gmail.com
“ +62 877 6225 0001
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